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ABSTRAK

Kegiatan perdagangan di tengah masyarakat semakin berkembang pesat. Hal
itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi. Kemajuan
teknologi dan informasi telah melahirkan perubahan mendasar dalam kehidupan
manusia saat ini. Ketersediaan informasi yang mudah diakses secara “instan” melalui
berbagai media elektronik telah mengubah gaya hidup manusia saat ini yang disebut
dengan “e-life” yaitu kehidupan yang berbasis pada penggunaan berbagai media
elektronik. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi dan informasi adalah adanya
sebuah sistem perdagangan yang mempunyai Kkarakteristik tersendiri yaitu
perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli,
media yang dipergunakan berupa media elektronik dan internet, sistem perdagangan
tersebut dikenal dengan e-commerce. Kondisi tersebut di satu sisi sangat
menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan
barang dan jasa, serta kemudahan dalam mengakses dan bertransaksi dapat dilakukan
hanya di dalam rumah tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Tetapi di sisi
lain, sistem perdagangan ini sangat riskan terjadi pelanggaran hak-hak konsumen oleh
pelaku usaha karena berbagai faktor, salah satunya adalah adanya consumer ignorance
yaitu ketidakmampuan konsumen untuk menyeleksi barang dan/atau jasa yang beredar
di pasaran akibat kemajuan teknologi. Maka dari itu, sangat diperlukan perlindungan
hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik (e-commerce).

Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan, yaitu
penelitian dengan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya.
Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan, dilakukan dengan
mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan
pembahasan. Penelitian pustaka ini bersifat deskriftif-analitik yaitu menggambarkan
tentang perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (e-commerce) dalam
hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia maupun Internasional berdasarkan
konvensi Internasional tentang perlindungan konsumen.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, hak-hak konsumen dalam
hukum Positif Indonesia maupun Internasional dan hukum Islam secara garis besar
mempunyai kesamaan hak-hak dasar yang harus dilindungi. Kedua, konsep
perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (e-commerce) dalam hukum
Positif Indonesia tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, baik UUPK
maupun UU Antimonopoli, di dalamnya hanya mengatur pelindungan konsumen
transaksi konvensional (offline). Sedangkan UU ITE sendiri belum mampu
mengakomodir masalah perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (e-
commerce). Berdasarkan konvensi internasional tentang hak ekosob, PBB melalui
Economic and Social Council (ECOSOC) telah mengeluarkan Resolusi PBB No.
A/RES/39/248 tahun 1985 tentang The Guidelines For Consumers Protection.
Ketiga, konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Islam berdasarkan asas
keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa
paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan
dan hak khiyar. Pada dasarnya, perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum Positif
memiliki tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, vyaitu
menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara pelaku usaha dan konsumen serta
untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
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delan ditulis jama’ah
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Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan banyak perubahan
mendasar dalam kehidupan manusia saat ini. Ketersediaan informasi yang
dapat diakses secara "instan” melalui telepon rumah, telepon genggam,
televisi, komputer yang terhubung dengan internet dan berbagai media
elektronik lainnya, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola
perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja, ataupun melakukan
kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian seringkali disebut sebagai era
globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa
mudahnya berbagai jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulkan serta
dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu wilayah atau
negara.

Di samping itu, kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi
semakin memacu kemajuan perdagangan yang dapat menyebabkan distribusi
atau perpindahan barang dan jasa berjalan dengan lancar, sehingga transaksi
dapat dilaksanakan dalam waktu singkat melalui media elektronik canggih
seperti fax, telepon, internet dan sebagainya.® Kehidupan seperti ini dikenal
dengan “e-life”, artinya kehidupan tersebut sudah dipengaruhi oleh berbagai

kebutuhan secara elektronik.

'"Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam
(Yogyakarta: BPFE, 2004), him. 1



Dalam prakteknya, transaksi melalui media elektronik tersebut, tidak
semuanya dapat berjalan sesuai dengan fungsi transaksi itu sendiri, banyak
pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pelaku usaha
maupun konsumen, namun pada kenyataannya jauh lebih banyak pelanggaran
yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian bagi
konsumen. Hal ini disebabkan oleh posisi konsumen yang selalu berada pada
posisi tawar menawar yang lemah dan sering dirugikan dibandingkan dengan
pihak produsen karena berbagai faktor.

Posisi tawar konsumen tersebut dipengaruhi oleh konsep-konsep
pemasaran yang berubah dari waktu ke waktu, sebagai berikut:®

Pertama, memfokuskan pada produk dan pelaku usaha, dengan
membuat produk yang baik berdasarkan standar dan nilai internal. Hal ini
dilakukan dengan tujuan memperoleh laba, dengan menjual atau membujuk
konsumen potensial untuk menukar uangnya dengan produk pelaku usaha;

Kedua, pada dekade enam puluhan, mengalihkan fokus pemasaran dari
produk kepada konsumen. Sasaran masih tetap pada laba, tetapi cara
pencapaian menjadi lebih luas dengan cara sistem pemasaran yang baru
(marketing mix) atau 4P (product, price, promotion, and place) produk, harga,
promosi dan saluran distribusi.

Ketiga, sebagai konsep baru dalam pemasaran, dengan pembaharuan

dari konsep pemasaran menjadi konsep strategi. Konsep strategi pemasaran

2 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), him. 26.

% Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), him. 7-8.



pada dasarnya merubah fokus pemasaran dari konsumen atau produk kepada
konsumen dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Di samping
itu, juga terjadi perubahan pada tujuan pemasaran, yaitu dari laba menjadi
keuntungan pihak yang berkepentingan.

Dalam proses transaksi melalui media elektronik, pelaku usaha
menawarkan barang maupun jasa kepada konsumen dan jika konsumen
tertarik, maka kedua belah pihak dapat melakukan suatu transaksi yang telah
disepakati tanpa adanya suatu pengawasan dari pihak tertentu. Hal ini dapat
menimbulkan wanprestasi® dan pelanggaran etika bisnis yang disebabkan
beberapa hal, yaitu karena sistem transaksinya yang sangat lemah dan tidak
adanya penjaminan sistem transaksinya, selain itu juga karena informasi yang
disampaikan perihal barang ataupun jasa yang ditawarkan terkadang kurang
maksimal. Hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan jika barang yang
diperolehnya tidak sesuai harapan.

Lemahnya posisi tawar dan pengetahuan konsumen, lemahnya sistem
informasi pada transaksi elektronik serta perkembangan pemakaian alat-alat
canggih sebagai sarana promosi barang maupun jasa serta banyaknya ragam
pilihan produk barang maupun jasa di pasaran membuat konsumen
dihadapkan pada kondisi yang disebut dengan consumer ignorance, yaitu
ketidakmampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi

dan keragaman produk yang dipasarkan, sehingga hal itu dapat saja

*Wanprestasi menurut Subekti: (1) Apabila ia lalai tidak memenuhi kewajibannya; (2)
Terlambat memenuhi kewajibannya; (3) Memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang telah
diperjanjikan. Lihat Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XV (Jakarta: PT. Intermasa,
1980), him. 147.



disalahgunakan oleh para pelaku usaha.’ Oleh karena itu, kelengkapan suatu
informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau jasa menjadi faktor yang
sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya.

Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai transaksi elektronik telah
diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian dilengkapi dengan PP nomor 82
Tahun 2012. Informasi yang harus diberikan kepada konsumen tidak hanya
berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang maupun jasa, tetapi
juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan
terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya
suatu produk.

Peraturan tentang perlindungan konsumen telah mulai dicanangkan
sejak tahun 1970-an, ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen
(YLK) tepatnya pada bulan Mei 1973. Secara historis pada awalnya yayasan
ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar
barang-barang dalam negeri. Atas dasar desakan dari masyarakat, kegiatan
promosi harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar
masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin dan desakan masyarakat
untuk melindungi dirinya dari barang dan/atau jasa yang rendah mutunya telah
memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha melindungi

konsumen serta mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.®

SMuhammad dan Alimin, Etika dan..., him. 197.

® Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2000), him. 15-16.



Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam
transaksi perdagangan secara tradisional maupun secara modern yaitu melalui
media elektronik menyebabkan munculnya gerakan konsumerisme, yaitu
gerakan yang memperjuangkan ditegakkannya hak-hak konsumen’, serta
diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia.
Namun hal itu belum cukup untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang
dilakukan pelaku usaha, karena kecurangan tersebut dilakukan dalam
perdagangan yang menggunakan sistem ekonomi yang bebas nilai, norma,
bahkan norma agama yang terpenting dalam sistem ekonomi kontemporer
adalah penguasaan material untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-
banyaknya, yang tahap berikutnya melahirkan budaya permisif, gaya hidup
hedonistis, kemiskinan di tengah kemakmuran yang pada dasarnya
bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama.®

Di tingkat internasional, masalah perlindungan konsumen telah
dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) pada 9 April 1985,
melalui  Resolusi Majelis Umum PBB Laporan Komite Kedua
(A/39/789/Add.2) 39/248 Perlindungan hukum bagi konsumen, mengatur
Tujuan Panduan bagi Perlindungan Konsumen vyang berbunyi,
“memperhatikan kepentingan dan kebutuhan konsumen di berbagai negara,

khususnya di negara berkembang, mengingat pula bahwa konsumen seringkali

” Shidarta, Hukum perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000) him. 29.

®Sudirman, “Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi Menurut Pandangan Hukum
Islam” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Al-Anshory (ed.), Problematika Hukum Islam
Kontemporer, cet. | (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), him. 91-92.



menghadapi posisi sulit yang tidak imbang di bidang ekonomi dan tingkat
pendidikan, daya tawar konsumen dan mengingat kembali bahwa konsumen
harus memiliki hak untuk mendapatkan produk-produk yang tidak
membahayakan sekaligus mempromosikan pengembangan sosial ekonomi
yang wajar dan layak.’

Dalam kajian figh Islam sendiri, kebenaran dan keakuratan informasi
ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati
kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal istilah kapitalisme klasik
yang berbunyi “ceveat emptor” atau “let the buyer beware”’(pembelilah yang
harus berhati-hati), tidak pula “ceveat venditor” (pelaku usahalah yang harus
berhati-hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan
(al-ta’adul) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati
dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian (nazariyyah al- ‘uqud) dalam
Islam.*®

Perlu diperhatikan dalam transaksi melalui sistem elektronik, jaminan
barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanipulasi dengan mudah jika
hak khivar dalam proses transaksinya dihilangkan sehingga salah satu pihak
dapat dirugikan baik dari segi kualitas barang maupun dari ketahanan barang

tersebut. Misalnya ketika transaksi melalui media elektronik berlangsung,

’Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-
Commerce Lintas Negara di Indonesia, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2009), him. 6.

®Muhammad, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: Malang Press, 2007), him.
204.

“Khiyar adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara
melangsungkan akad jual beli dan membatalkan akad tersebut. Lihat Muhammad dan Alimin,
Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), him. 179.



pihak penjual menghilangkan proses khiyar majelis sehingga pembeli tidak
dapat mengidentifikasi dan mencocokkan kecacatan barang yang
diperjualbelikan tersebut sesuai dengan yang diinformasikan si penjual.
Dengan demikian, ketika transaksi berakhir konsumen mendapatkan barang
yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dari uraian tersebut tampak bahwa transaksi melalui sistem elektronik
rentan akan risiko atau garar (penipuan). Garar dalam bahasa Arab berarti
akibat, bencana, risiko dan sebagainya, dalam konteks bisnis berarti
melakukan sesuatu dengan membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau
mengambil risiko tanpa mengetahui akibatnya atau memasuki kancah risiko
dan memikirkan konsekuensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu terdapat
unsur risiko.*?

Berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa ekonomi Islam sangat
mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan, kebebasan dan bertanggung
jawab dalam mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan syari’at Islam

serta mensejahterakan kehidupan umat manusia.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:
1. Apa saja hak-hak konsumen dalam perundang-undangan Indonesia dan

konvensi Internasional, serta dalam hukum Islam?

“Afzalurrahman, Doktrin  Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin
(‘Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 17:161.



2. Bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam perundang-
undangan Indonesia dan konvensi Internasional?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak

konsumen dalam transaksi elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan:

a. Untuk memberi kejelasan tentang konsep perlindungan hak-hak
konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, serta mengaplikasi secara komprehensif
masalah yang terjadi dalam transaksi melalui media elektronik sesuai
dengan Undang-Undang No. 11 Tahum 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

b. Menjalankan dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam
terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga
dapat diketahui kesimpulannya dan untuk menjadikan perlindungan
konsumen dalam transaksi elektronik ini lebih baik sesuai dengan
harapan masyarakat.

2. Kegunaan:

a. Secara teoritik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang
etika dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam, undang-
undang, serta bagaimana hukum Islam memandang perlindungan hak-

hak konsumen dalam undang-undang tersebut.



b. Secara akademis, diharapkan penyusunan ini dapat menambah
khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam,
pustaka Islam, serta dapat mengenalkan masyarakat pada suatu bentuk

keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun
melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang
relevan dengan topik yang akan diteliti. Masalah perlindungan konsumen
sebenarnya sudah banyak yang menyoroti dan mengkaji, terutama kajian yang
disajikan dalam bentuk buku.

Dari penyusunan dalam bentuk skripsi, hanya beberapa penyusunan
yang penyusun temukan tentang perlindungan konsumen ini, salah satunya
adalah skripsi karya Mukhlisin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.”
Skripsi tersebut berisi tentang perlindungan hak-hak konsumen yang ada di
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
yang kemudian ditinjau dari segi hukum Islam.*® Skripsi saudara Mukhlisin
ini membahas tentang perlindungan hak-hak konsumen secara umum,
sedangkan penyusun akan menfokuskan penyusunan pada perlindungan hak-

hak konsumen dalam transaksi elektronik.

BMukhlisin, “Tinjauan Hukum lIslam terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2002).
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Kemudian dalam skripsi karya Ahmad Husnul Huda Wicaksono yang
berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Studi
Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen,” skripsi ini membahas tentang perlindungan
konsumen dalam transaksi jual beli dilihat dari hukum Islam dan
membandingkannya dengan undang-undang perlindungan konsumen. Selain
itu, Husnul Huda juga menyimpulkan bahwa pengertian konsumen dalam
undang-undang perlindungan konsumen berbeda dengan konsumen dalam
hukum Islam, dan kedua sistem hukum tersebut dalam prinsipnya sebagai
upaya melindungi konsumen adalah sama-sama untuk melindungi kedua belah
pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, namun ternyata dalam undang-
undang perlindungan konsumen lebih mendahulukan hak daripada
kewajiban.**

Karya dari Zidni Hikmatul Nurul Jihan yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli
Jasa Nada Tunggu” yang di dalamnya penyusun mencoba untuk menjajagi
penerapan perlindungan konsumen pada transaksi jual beli nada tunggu di
provider Excelcomindo (XL), penyusun melakukan penyusunan tentang
pelaksanaan transaksi pada nada tunggu khususnya melalui sms dan
pelaksanaan perlindungan konsumen apakah telah sesuai dengan yang

disyaratkan hukum Islam atau tidak. Berdasarkan hasil penyusunan, penyusun

“Ahmad Husnul Huda Wicaksono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli
Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2007).
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menyimpulkan bahwa transaksi jual beli nada tunggu dan perlindungan
konsumen yang diterapkan oleh XL tidak sesuai dengan hukum Islam.™

Yang terbaru adalah karya dari saudara Solikhin jurusan Perbandingan
Mazhab yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli
Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia,” di
dalamnya memaparkan bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumen
transaksi e-commerce dalam hukum Islam dan hukum positif, serta
menjelaskan persamaan dan perbedaan pada kedua sistem hukum tersebut.
Dalam skripsi tersebut menfokuskan perlindungan hak-hak konsumen dalam
transaksi online yang ada di Indonesia saja, sedangkan penyusun akan
mencoba untuk menggali lebih luas lagi tentang perlindungan hak-hak
konsumen tidak hanya transaksi online tetapi juga transaksi melalui berbagai
media elektronik lainnya yang ada di Indonesia maupun Internasional
berdasarkan konvensi Internasional.*®

Persoalan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang mengandung
tipuan, kecurangan ataupun kepalsuan juga banyak diterangkan dalam kitab-
kitab figh. Dalam al-Qur’an dan Hadits pun banyak memberi peringatan serta
perintah dan larangan dalam pelaksanaan jual beli melalui berbagai nashnya
yang mengandung prinsip kerelaan, artinya jual beli tanpa kerelaan adalah

batal, seperti jual beli yang mengandung paksaan, tipuan, kecurangan dan riba.

5Zidni Hikmatul Nurul Jihan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen
dalam Transaksi Jual Beli Jasa Nada Tunggu”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

1oolikhin, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
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Penyusunan ini tidak terlepas dari beberapa karya para penulis di atas.
Hanya saja dari penelusuran penyusun belum ditemukan penyusunan yang
memfokuskan pada bagaimana Islam memandang perlindungan hak-hak
konsumen dalam transaksi melalui media elektronik. Oleh karena itu, hal ini
sangat perlu untuk dikaji lebih dalam dan penyusunan ini dipandang layak

untuk dilanjutkan.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Ajaran Islam
meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun sendi
kehidupan yang lepas dari pandangan Islam. Demikian pula Islam mengatur
masalah-masalah ekonomi. Betapa banyaknya ayat-ayat a/-Qur’an maupun
hadits Nabi yang mengungkapkan tentang masalah tersebut.

Penyusun menggunakan teori Maqasid al-Syari’ah dari Jasser ‘Audah,
dalam hal ini yaitu Magqgasid al-Syari’ah dari perspektif keniscayaan (dasar
klasifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu:
Hifz al-Din (pelestarian agama), Hifz al-Nafs (pelestarian nyawa), Hifz al-Mal
(pelestarian harta), Hifz al-‘Aql (pelestarian akal), Hifz al-Nasl (pelestarian
keturunan), sebagian ulama menambah Hifz al-'Ird (pelestarian kehormatan).*’

Menurut ‘Audah, melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut

adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia

YJaser ‘Audah, Al-Magashid untuk Pemula, Penerjemah ‘Ali ‘Abdelmon’im
(‘Yogyakarta: Suka Press, 2013), him. 8.
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dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.*® Khususnya dalam masalah
perlindungan hak-hak konsumen berlaku Magasid al-Syari’ah dari segi
keniscayaan yaitu Hifz al-Mal (pelestarian harta). Keberlangsungan hidup
manusia akan terancam apabila terjadi krisis ekonomi yang menyeluruh. Oleh
karenanya, Islam melarang sebab-musabab terjadinya krisis tersebut seperti
monopoli, riba, korupsi, dan kecurangan.*

Menurut Jasser ‘Audah, Maqgasid al-Syari’ah merupakan salah satu
cara intelektual dan metodologis paling penting saat ini untuk melakukan
reformasi dan pembaruan Islami.?® Selain itu, dilihat dari perbandingan antara
definisi ekonomi dalam Islam dengan ekonomi umum, dapat ditarik
kesimpulan bahwa acuan Islam pada perlindungan terhadap konsumen lebih
konkret dan tegas daripada yang ditawarkan oleh ekonomi umum.

Adapun norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan
khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut:

Pertama, al-Qur’an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati
janji dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara

bathil;

pSia sl 5 e 8t 0S5 o W) Jallly oSy oS el 1518 Y 1 sl 301 Lol
Ml oK S Al () aSadil | SLETY

Bpid,.
Bpid., him. 9.
D1bid., him. 49.

*'An-Nisa’ (4) : 29.
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Kedua, al-Qur’an selalu memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku
baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam usaha mencari kekayaan,
seperti memenuhi janji;

e e aSile I L V) Al daggn oS0 calad 3 giadly ) gl 1 gl ) Ll
" Le oSy ) O p g il g peall

Ketiga, al-Qur’an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain
seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta

takaran;

oY) )i Y g abeladl Gl ) i Y g dandlly o) Saall 5 LS 1850 a8 Ly
Yy .
(Rdta

Sedangkan dalam prinsip-prinsip mu’amalat sebagaimana diterangkan

olen Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah, kecuali yang
ditentukan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

2. Muw’amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur
paksaan.

3. Mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat.

4. Mu’amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam

kesempitan.?*

2 Al-Maidah (5) : 1.
“Hud (11) : 85.

*Ahmad Azhar Basyir, Azas-dzas Hukum Mu’amalah (Yogyakarta: Ull Press, 1993),
him. 15.



15

Dengan memasukkan unsur “nilai-nilai” atau “prinsip-prinsip ajaran
Islam yang integral” dalam definisi ekonomi Islam, maka segala aktivitas
ekonomi dalam Islam harus berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar
ekonomi Islam.?® Untuk itu terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen
dalam Islam, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, dosa dan pahala, dan
sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah
dan peradilan.?®
Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-
hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak
konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:?’
1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik
kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar;
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan
yang dihadapi.
Bertolak dari hak-hak konsumen di atas, hal yang perlu dipertanyakan
dari mana hak-hak tersebut diperoleh. Bagaimana hak-hak tersebut dinikmati,
dipertahankan dan kapan adanya jaminan perlindungan. Secara universal, hak-

hak tersebut adalah hak yang melekat pada setiap konsumen.?

*Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam
(Yogyakarta: BPFE, 2004), him. 133.

*®Ibid,.

2’ Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi
di E-Commerce,” Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14 (April 2007), him. 256.

Ibid., hlm. 257.
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Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: “Konsumen di manapun
mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”.
Maksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang
jelas, benar, dan jujur; hak untuk mendapatkan ganti rugi; hak untuk
mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); hak untuk
mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga
lingkungan; dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau
seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di
negara masing-masing.”

Teori materi di atas penyusun gunakan untuk mengakhiri pembahasan
sebagai jalan mengambil suatu kesimpulan yang selanjutnya akan
dikembalikan bagi kemaslahatan umat dan diharapkan terhindar dari

penyalahgunaan hak secara sewenang-wenang.

F. Metode Penyusunan
1. Jenis Penyusunan
Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan jenis penyusunan
pustaka (library research), yaitu suatu penyusunan dengan cara
menghimpun, menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan

menjadikan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah

»AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Diadit Media, 2002) him. V/II.
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yang akan diteliti.*° Data dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai
sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, karangan-
karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan
sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya yang
terkait dengan etika dan perlindungan konsumen dalam transaksi
elektronik untuk dilihat dalam perspektif hukum Islam.
2. Sifat Penyusunan

Sifat penyusunan yang digunakan penyusun adalah deskriptif-
analitik, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak
konsumen dalam transaksi melalui elektronik melalui data, sampel atau
fakta yang telah terkumpul serta interprestasi yang tepat untuk kemudian

membuat kesimpulan yang berlaku umum.®

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi ini, penyusun mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori
yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penyusunan ini adalah
bahan kepustakaan, maka penyusun mencari data-data terkait pokok
permasalahan yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan

sebagainya.

Onttp://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepustakaan/, akses 25 Maret 2014.

$http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm,  akses 25
Maret 2014.
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4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah
pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam
melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-
undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan
untuk melihat aturan hukum tentang perlindungan hak-hak konsumen
dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum

Islam.

5. Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisis

data-data tersebut dengan metode deduktif,*

yaitu cara berfikir yang
berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum. Penyusun berangkat
dari perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang,
untuk mempermudah deskripsi konteks yang bersifat umum dan

diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum kemudian ditarik

kesimpulan secara khusus.

%2 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penyusunan (Bandung: CV. Mandar
Maju, 2002), him. 170-171.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari tidak terarahnya pembahasan, maka pembahasan
dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan
Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik ini disusun secara sistematis
dalam beberapa bab yang saling terkait satu sama lain.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur
yang menjadi syarat penyusunan ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi
penyusunan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori maqasid al-syari’ah sebagai landasan
teori dalam menyelesaikan skripsi tentang perlindungan hak-hak konsumen
ini.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang hak-hak konsumen yang meliputi
hak-hak konsumen dalam perundang-undangan Indonesia dan konvensi
internasional serta hak-hak konsumen dalam Islam.

Bab keempat, akan dipaparkan mengenai perlindungan konsumen
dalam berbagai segi, yaitu perlindungan konsumen dalam Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, serta perlindungan hak-hak konsumen dalam konvensi

internasional.
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Bab kelima, berisi tentang analisis hukum terhadap perlindungan hak-
hak konsumen, yaitu dalam perundang-undangan Indonesia, konvensi
internasional, serta dalam hukum Islam.

Bab keenam, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penyusunan ini.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya,
maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Secara garis besar, hak-hak konsumen yang terdapat dalam perundang-
undangan di Indonesia maupun konvensi Internasional memiliki
kesamaan, dan hak-hak tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 hak dasar
bagi konsumen yang berlaku di dunia dan telah diakui secara internasional,
yaitu:

a. Hak untuk mendapat keamanan, konsumen berhak mendapatkan rasa
aman dan nyaman dalam mengonsumsi atau menggunakan barang
dan/atau jasa yang ditawarkan;

b. Hak untuk mendapat informasi, konsumen berhak untuk mendapatkan
informasi yang benar terkait dengan barang dan/atau jasa yang
ditawarkan;

c. Hak untuk memilih produk yang akan digunakan (bebas dari
monopoli);

d. Hak untuk didengar, artinya konsumen berhak untuk didengar jika
memiliki keluhan atau pengaduan mengenai barang dan/atau jasa yang
ditawarkan oleh pelaku usaha, serta berhak untuk didengar aspirasi

atau pendapatnya terkait dengan kebijakan pemerintah tentang
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perlindungan konsumen. Keempat hak dasar tersebut kemudian
menjadi pedoman bagi negara Indonesia dan negara-negara lain di
dunia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konsumen.

Sedangkan dalam hukum Islam, tidak hanya konsumen yang
diberikan perlindungan tetapi juga pelaku usaha dengan memberikan
ruang kepada mereka untuk mempertahankan hak-haknya dalam
perdagangan melalui khiyar, beberapa jenis hak khiyar di antaranya
adalah; khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar ‘aib, khiyar tadlis, khiyar
al-gabn al-fahisy (khiyar al-mustarsil), khiyar ru’yah, dan khiyar
ta’yin.

2. Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh
karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun
materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, tetapi juga
hak-haknya yang abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen
sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum
terhadap hak-hak konsumen. Konsep perlindungan hak-hak konsumen di
Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, vyaitu; Hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar
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pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak
untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapatkan
pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya; dan hak-hak yang diatur dalam perundang-
undangan lainnya.

Namun perlindungan konsumen dalam UUPK hanya melindungi
konsumen akhir sebagai konsumen yang konsumtif, bukan pada konsumen
yang produktif, karena konsumen produktif sama dengan pengertian
pelaku usaha. Konsumen akhir adalah setiap orang sebagai konsumen
(subyek hukum) dan tidak mencantumkan badan hukum sebagai
konsumen. Selain itu, UUPK juga belum cukup memberikan perlindungan
terhadap konsumen transaksi elektronik (e-commerce), karena e-commerce
beroperasi secara lintas batas negara, UUPK jelas kehilangan
efektivitasnya ketika berhadapan dengan masalah pelanggaran hak
konsumen (e-commerce) oleh pelaku usaha yang berdomisili di negara
asing. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan yaitu dengan merujuk pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Dalam masalah perlindungan hak-hak konsumen yang lebih

luas terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
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Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, undang-
undang ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktek
monopoli dan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi pada
kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku usaha, hal ini tidak terlepas dari ketidaksesuaian isi
dari undang-undang ini karena UU Antimonopoli ini diadopsi dari
antitrust law Amerika.

Konsep  perlindungan  konsumen  berdasarkan  konvensi
internasional terdapat dalam Resolusi PBB Nomor A/RES/39/248 Tahun
1985 tentang The Guidelines For Consumer Protection, yang diterbitkan
melalui salah satu Badan Umum PBB dalam bidang ekonomi sosial yaitu
Economic and Social Council (ECOSOC). Dalam Guidelines ini, terdapat
enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi, di antaranya adalah;
Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan
keamanannya; Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial
konsumen; Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk
memberian kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai
kehendak dan kebutuhan pribadi; Pendidikan konsumen; Tersedianya
upaya ganti rugi yang efektif; Kebebasan untuk membentuk organisasi
konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan
kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya
dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan

mereka.
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Untuk mempermudah tugasnya, ECOSOC kemudian memberi wewenang
kepada negara-negara anggotanya untuk membentuk sebuah komite yang
disebut dengan komite hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

. Pada dasarnya, konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum
Islam dan dalam hukum positif mempunyai persamaan dan perbedaan.
Konsep perlindungan konsumen dalam Islam yaitu, Islam mengajarkan
kita untuk selalu menegakkan agama dengan cara memelihara agama (Aifz
ad-din) dan memelihara harta (Aifz al-mal) yang bertujuan untuk
kemaslahatan manusia. Perlindungan hak-hak konsumen merupakan salah
satu wujud dari dari penegakan agama, karena di dalamnya mengandung
pokok-pokok kemaslahatan di atas yaitu memelihara harta (4ifz al-mal).

Dengan melindungi hak-hak konsumen, bagi pelaku usaha berarti
telah menegakkan agamanya dengan menjauhi hal-hal yang dilarang,
memelihara keturunan/kehormatan dari nafkah yang tidak halal karena
didapatkan dengan cara merugikan orang lain, serta memelihara hartanya
dari keharaman karena harta yang ia peroleh bukan dengan cara melanggar
larangan agama.

Perlindungan konsumen transaksi elektronik (e-commerce) sama
seperti transaksi pada umumnya, yaitu melindungi akan hak-haknya, yaitu
hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga. Islam
tidak mengenal siapa yang harus berhati-hati, melainkan kehati-hatian
adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan transaksi,

dengan karkteristik e-commerce bagi konsumen maupun pelaku usaha
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harus menjauhi aktivitas jual beli yang dapat merugikan atau
membahayakan kedua belah pihak, karena dalam Islam madharat itu harus
dihilangkan. Islam juga menawarkan hak &khiyar dalam muamalah
khususnya jual beli, kAiyar ini sangat penting dalam upaya melindungi
hak-hak konsumen di mana posisi konsumen yang seringkali dirugikan
oleh pelaku usaha yang berlaku curang dengan menjual barang yang cacat,
perjanjian sepihak, atau barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga
konsumen bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut.

Perbedaan antara perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum
Islam dengan perlindungan konsumen dalam hukum Positif terletak pada
pengertian konsumen dan hak. Dalam Islam, pihak yang dilindungi adalah
kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha serta tidak mengenal
konsumen akhir ataupun perantara seperti halnya dalam UUPK yang
hanya melindungi konsumen akhir saja. Konsep hak konsumen dalam
Islam juga lebih jelas dan terarah, sedangkan dalam undang-undang tidak
dijelaskan sehingga terjadi percampuran antara hak konsumen yang
berhubungan dengan pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu, dalam
UUPK perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak dibatasi
pertanggungjawabannya yaitu dalam jangka waktu 4 tahun setelah
pembelian, sedangkan dalam Islam perbuatan yang dapat merugikan salah
satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka
waktu.

B. Saran-saran
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1. Bagi masyarakat harus bersikap jujur. Kejujuran dan kebenaran

merupakan sebuah nilai yang sangat penting. Berkaitan dengan ini, bentuk
penipuan, membuat pernyataan palsu, sikap eksploitasi adalah dilarang.
Sebagai agama yang mengatur tingkah laku umat manusia untuk menjadi
lebih baik dalam berusaha, dalam Islam tidak diperbolehkan orang hanya
meminta dilayani secara baik dan benar dengan berdasarkan prinsip
kejujuran dan keadilan, akan tetapi ketika ia melayani orang lain, sudah
seharusnya ia pula memberikan pelayanan yang terbaik, jika tidak dari segi
sosial dan hukum ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya
tersebut. Bagi konsumen juga harus selalu menanamkan sikap kehati-
hatian dalam bertransaksi, sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh pelaku
usaha yang tidak bertanggung jawab.

Bagi pemerintah, Hukum Islam bertujuan untuk memberi kemaslahatan
atau perlindungan bagi setiap orang atas kepentingannya. Untuk itu, suatu
hukum jangan sampai merugikan salah satu pihak tertentu. Seperti halnya
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
maupun UU ITE dan UU Antimonopoli yang masih ada kekurangan dan
perlu disempurnakan lagi pada materi hukumnya. Pengaturan
perlindungan hak-hak konsumen transaksi elektronik (e-commerce) perlu
diberikan wadah yang lebih baik. Selain perlindungan secara legislasi atau
dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan
hak-hak konsumen e-commerce dalam undang-undang, pemerintah

Indonesia juga perlu membentuk sebuah lembaga yang bertugas
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mengorganisir kebijakan-kebijakan proteksi konsumen e-commerce yaitu
Lembaga Skema Akreditasi CaseTrust seperti yang telah dilakukan oleh
Singapura. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pendidikan atau
pelatihan dan informasi yang memadai, pemberian Certifikat Authentic
(CA), dan memberi lambang kepercayaan pada suatu website yang

membuktikan bahwa website tersebut aman.
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LAMPIRAN I

TERJIEMAHAN

BAB

HLM

FN

TERJEMAHAN

14

21

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

14

22

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqgad-
agad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,
kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang  mengerjakan  haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya.

14

23

Dari Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah
takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah
kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka
dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka
bumi dengan membuat kerusakan.

55

17

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-
haknya dan janganlah kamu merajalela di muka
bumi dengan membuat kerusakan.

55

18

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya
akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

58

23

Dua pihak yang berjual beli memiliki khiyar selama
belum berpisah. Jika keduanya juju dan transparan,
maka berkah diberikan dalam jual beli keduanya.
Sebaliknya, jika keduanya tertutup dan berdusta
maka berkah jual belinya hangus.

58

24

Masing-masing dari dua orang yang berjual beli
tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya
berpisah, kecuali jual beli dengan khiyar.




58

25

Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim
lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual
sesuatu kepada saudaranya, sementara di dalamnya
terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya.

59

26

Janganlah kalian membiarkan unta dan domba
tidak diperah (sebelum dijual). Siapa saja yang
membelinya, kemudian setelah ia memerah, ia
boleh memilih di antara dua hal; jika ingin ia boleh
mempertahankannya; jika ingin ia  boleh
mengembalikannya disertai dengan satu sha’
kurma.

59

27

Jika engkau membeli maka katakanlah, tidak ada
penipuan dan bagiku khiyar tiga hari.

59

28

Barang siapa yang membeli sesuatu dan ia belum
melihatnya maka ia memiliki khiyar jika
melihatnya; jika ingin ia boleh mengambilnya, jika
ingin ia pun boleh meninggalkannya.

106

12

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh  dirimu;
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

107

13

Hai orang-orang yang beriman!  Apabila
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

111

16

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan
yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui.

113

19

Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya
akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia
tidak mendapat pelindung dan tidak (pula)
penolong baginya selain dari Allah.

113

20

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang
telah diperbuatnya.




LAMPIRAN I1.

BIOGRAFI ULAMA-TOKOH

1. Jasser ‘Audah

Jasser ‘Audah adalah seorang sarjana teknik dari Mesir yang
bermukim di Barat cukup lama. ‘Audah belajar ‘ulumuddin di masjid Jami’
al-Azhar, kemudian memperoleh gelar Sarjana Shari’ah, diikuti dengan S-2
dan S-3 studi Islam dari perguruan tinggi Barat, dan diakhiri dengan S-3 ilmu
kesisteman dari perguruan tinggi Kanada. la adalah ketua dan pendiri Al-
Magasid Research Center in The Philosophy of Islamic Law, yang bermarkas
di London UK, suatu lembaga yang bergerak di bidang kajian hukum Islam
umumnya dan maqashid al-shari’ah pada khususnya.

Dari perjalanan keilmuan dn ativisme intelektual inilah lahir banyak
sumbangan pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan studi
keislaman multi-disipliner sebagai upaya untuk memecahkan persoalan
intelektual dan sosial keberagamaan Islam kekinian yang semakin hari
semakin kompleks.

Dalam banyak bukunya, ‘Audah menawarkan berbagai metode studi
Islam yang baru, yang bercorak inter, multi, dan pliri-disiplin. Studi agama
Islam (‘Ulum al-Din) baru yang melibatkan berbagai cara pandang disiplin
keilmuan sosial, sains modern, dan humaniora kontemporer sebagai alat
analisis keilmuan untuk pengembangan keilmuan keislaman era kontemporer.

Sesuai dengan namanya, Jasser ‘Audah akan berusaha
menghubungkan kembali secara arif dan konsisten kedelapan pasangan tepi
yang berjauhan. Kedelapan pasangan tepi yang berjauhan itu sebenarnya
adalah 8 gap antara ‘yang diharapkan’ dan ‘yang terjadi’ menyangkut
keilmuan dan pengalamannya di tengah-tengah umat saat ini, khususnya di
kalangan intelektual Muslim. Kedelapan pasangan tepi itu adalah; pasangan
tepi antara World View Islami dan World View Illmiah, pasangan tepi antar-
Disiplin, pasangan tepi antara Drives dan Dicipline, pasangan tepi antara
Penulis dan Pembaca Pelajar dan Awam, pasangan tepi antar Mazhab Islami,
pasangan tepi antara Manusia Muslim dan Masa Lalunya, pasangan tepi antara
Manusia Muslim dan Manusia Dunia, dan terakhir pasangan tepi antara Citra
dan Cerita Intelektual Muslim.

2. K.H. A. Azhar Basyir

Tokoh kharismatik dan pejuang sabil ini dikenal sebagai ulama yang
sederhana, dan tidak sedikit pula yang kagum pada kecemerlangan



intelektualnya. Azhar Basyir, demikian Kyai Haji Ahmad Azhar Basyir, MA
kerap disapa. Ulama intelektual ini lahir di Yogyakarta, 21 November 1928.
Masa kecilnya tumbuh dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat
berpegang pada nilai agama, yaitu di kampung Kauman.

Selama 34 tahun, Azhar Basyir malang melintang menggeluti studi
formalnya di Tanah Air hingga di luar negeri. Putra pasangan Haji
Muhammad Basyir dan Siti Djilalah ini memulai pendidikan di Sekolah
Rendah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Setelah tamat, Azhar Basyir
kemudian nyantri di Madrasah Salafiyah, Ponpes Salafiyah Tremas, Pacitan,
Jawa Timur. Setahun kemudian, Azhar Basyir berpindah ke Madrasah Al-
Fallah Kauman dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya
pada tahun 1944. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah
Mubalighin 111 (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta dan selesai
dalam dua tahun.

Pada masa revolusi, Azhar Basyir bergabung dengan kesatuan TNI
Hizbullah, Batalion 36 Yogyakarta. Pasca kemerdekaan, Azhar Basyir
kembali ke bangku studi melalui Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta
tahun 1949, dan tamat tahun 1952. Baru kemudian meneruskan ke Perguruan
Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Berkat kegigihan yang ditunjang
kemampuan ilmu agamanya, Azhar Basyir dipercaya menjadi Ketua Pemuda
Muhammadiyah ketika lembaga ini baru didirikan pada tahun 1954.
Jabatannya mendapat pengukuhan kembali pada Muktamar Pemuda
Muhammadiyah di Palembang tahun 1956. Belum lama tugas itu diembannya,
Azhar Basyir mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Baghdad, Irak
dengan mengambil jurusan Sastra di Fakultas Adab. Dari situ Azhar
melanjutkan studi ke Fakultas Dar al ‘Ulum Universitas Kairo, serta belajar
Islamic Studies sampai meraih gelar master dengan tesis: Nizam al-Miras fi
Indunisia, Bain al-‘Urf wa asy-Syari’ah al-l1slamiyah (Sistem Warisan di
Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam).

Sekembalinya ke Indonesia, Azhar Basyir diangkat sebagai dosen di
Universitas Gajah Mada (UGM). Tidak hanya dalam bidang keilmuan, Azhar
Basyir juga aktif dalam organisasi. Karir berorganisasinya dimulai saat ia
masih duduk di sekolah menengah, dari mulai sekedar sebagai juru tulis,
hingga akhirnya ia masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
yaitu di Majelis Tarjih sampai tahun 1985.

Karya ilmiah yang pernah ditulis Azhar Basyir cukup banyak dijadikan
sebagai rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai Universitas di Tanah Air.
Selain itu, di waktu senggang Azhar Basyir kerap memanfaatkannya untuk
menulis berbagai buku, salah satunya adalah Garis-Garis Besar ekonomi
Islam, Hukum Waris Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, dan



masih banyak lagi karya-karyanya yang lain. Selain itu, magister dalam ilmu
Dirasat Islamiyah ini juga diakui secara internasional sebagai ahli figih yang
disegani. Itulah mengapa sosoknya dengan mudah diterima duduk di Lembaga
Figih Islam: Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan
ketat,

Pada awal bulan Juni tahun 1994, Azhar Basyir masuk rumah sakit
karena mengalami komplikasi penyakit gula, radang usus dan jantung.
Kondisinya kian mengalami penurunan, hingga akhirnya ia wafat di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun
setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta, Azhar Basyir dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkajen
Yogyakarta.

. Asy-Syatibi

Nama lengkapnya lbrahim Ibn Musa al-Lahmi al-Garnati dan lebih
terkenal dengan sebutan abu Ishaq Asy-Syatibi. la adalah seorang ahli ushul,
mufassir, figh, bahasa dan kalam. la meninggal pada hari senin, 8 Sya’ban 790
H/ Agustus 1388 M di Granada, Spanyol. Karyanya al-Muwafagat fi Ushul
asy-Syari’ah dan al-Itisam. Keduanya adalah kitab dalam bidang ushul figh.

. Yusuf al-Qaradhawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, lahir pada 9
September 1926 di desa Sofat Turab bagian barat Mesir. Pendidikannya
adalah pada tahun 1952/1953 selesai studi di al-Azhar Fakultas Syari’ah,
tahun 1960 di pasca sarjana al-Azhar Mesir dan tahun 1970 lulus doktor,
dengan disertasinya kitab zakat. Karya-karyanya meliputi bidang figh, hadits,
mencakup puluhan buku-buku pemikiran Qardhawi dalam bidang agama dan
politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran al-Banna dan sekarang
sebagai guru besar dalam Islam tafsir hadits dan hukum Islam.



Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang

berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap
berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia

sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai
pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat
nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat
dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh
lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi

yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan
kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara
langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk
perbuatan hukum baru;

. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi

harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan
memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi
kepentingan nasional;

. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting

dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian
nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan
Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan
pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya
dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya
masyarakat Indonesia;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf
f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :. . .



Mengingat

-0

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem . . .



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan
Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua
Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup
ataupun terbuka.

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan
terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang Dbersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum
yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen
yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan
diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit
dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan
atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik,
magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi
logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya
atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk
dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
lainnya.

17. Kontrak . . .
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17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang
dibuat melalui Sistem Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang
dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet,
yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik
untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang
ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum
Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau
di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,
kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi.

Pasal 4 . ..
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Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a.

b.

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;

mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang

untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab; dan

memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat
dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-
Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau
akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6. ..
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Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam
Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi
harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang
telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus
memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik
yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 8

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang
benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang
ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki
Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah
kendali Penerima yang berhak.

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem
Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik,
penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik
dan/atau  Dokumen  Elektronik memasuki  Sistem
Elektronik yang ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang
digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu . ..
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b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
informasi terakhir yang berada di bawah kendali
Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem
Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan
benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk
yang ditawarkan.

Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi
Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi
Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan
akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a.

b.

data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait
hanya kepada Penanda Tangan;

data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elektronik hanya berada
dalam kuasa Penanda Tangan;

segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;

segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
Penanda Tangan telah memberikan persetujuan
terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .
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(1)

(2)

(3)

-8-

Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik
berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan
Elektronik yang digunakannya.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak
berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-
hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak
sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan

Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda,
menggunakan cara yang dianjurkan oleh

penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara
lain yang layak dan sepatutnya harus segera
memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda
Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik
atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan
Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data
pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan
dapat menimbulkan risiko yang  berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan
Tanda Tangan Elektronik; dan

d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk
mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda
Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan
semua informasi yang terkait dengan Sertifikat
Elektronik tersebut.

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab
atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BABIV. ..
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BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan
keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan
pemiliknya.

(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan
hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi
di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus
menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada
setiap pengguna jasa, yang meliputi:

a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda
Tangan;

b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri
pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan

c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan
keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya
Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab
terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
Sistem Elektronik.

Pasal 16

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang
tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
mengoperasikan  Sistem Elektronik yang memenuhi
persyaratan minimum sebagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai
dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,
kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik
dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau
petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang
diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol
yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk
menjaga kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BABV ...
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BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan
dalam lingkup publik ataupun privat.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik
dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi
berlangsung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak
Elektronik mengikat para pihak.

Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum
yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang
dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam
Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa
yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan
kewenangan  pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi
tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata
Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus
menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . ..
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Pasal 20

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi
Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang
dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi
Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya,
atau melalui Agen Elektronik.

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum
dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung
jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab  penyelenggara Agen
Elektronik.

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga
secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat
hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
Elektronik.

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak
pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi
tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
Sistem Elektronik.

Pasal 22 . ..
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Pasal 22

Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan
fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang
memungkinkan penggunanya melakukan perubahan
informasi yang masih dalam proses transaksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen
Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
Pasal 23

Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad
baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara
sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau
masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama
Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak
mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau
masyarakat.

Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain
oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih
sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah
Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui
keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 . ..
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Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya
intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak
Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui media
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus
dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas
kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang
ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.

Pasal 28 . ..
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Pasal 28

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan wuntuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 30

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
milik Orang lain dengan cara apa pun.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam
suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik
Orang lain.

(2) Setiap . ..
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Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik
yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik
Orang lain atau milik publik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau
mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak
berhak.

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan
keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat
terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan
Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk
digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan,
atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik
menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan
penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk
perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan
tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,
penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah
data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian
bagi Orang lain.

Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan

Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik
yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII . ..
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BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau
menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan
kerugian.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan
terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat
merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 39

Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 40

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang
memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang

elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data
tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi . ..
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Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3)
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data
yang dimilikinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan
Teknologi Informasi melalui penggunaan dan
Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik dan  Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

(1)

Pasal 43

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . ..
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Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi,
kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data,
atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem
elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus
dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib
menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk
didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau
saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana
di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak  pidana
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau
Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana
yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi
yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini;

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu
yang diduga digunakan sebagai tempat untuk
melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan
atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga
digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

h. meminta . . .
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h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam
penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan
Undang-Undang ini; dan/atau

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan,
penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan
ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali
dua puluh empat jam.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut
umum.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat
berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi
informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah
sebagai berikut:

a.

b.

(1)

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Perundang-undangan; dan

alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun  dan/atau denda  paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .
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Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(1)

Pasal 48

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .
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(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi

seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga
dari pidana pokok.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan
pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga
pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga
internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana
maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal
ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi
dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan
Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan
dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap
berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama
2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar. . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah
baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung
demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua
karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif
perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum
siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara
internasional digunakan wuntuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum
telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum
telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang
juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information
technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara.
Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui
jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal
maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis
sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat
secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika
terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi
secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait
dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti
luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem
komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah
sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema,
ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat
dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk
melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus,
termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem . . .
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Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem
informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis
jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang,
memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau
menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan
manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi
informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan
karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan
peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan
fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang
mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber
daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya
mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama
memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan
kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik
sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi
sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara,
yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi
baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah
melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui
pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor
yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum
terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif,
melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan,
dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan
demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan
rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena
transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik
(electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan
internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang
teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus
tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru
di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber
(cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai
tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada
ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum
konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak
kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam
ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun
alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan . ..



II.

-3

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai
Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam
kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang
kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian
hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi
agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga
pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan
aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk
mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara
elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian
hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata
untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan
oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan
hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia
baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau
badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki
akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi
Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat
bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah
meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi
nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa,
pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara,
serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3
“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang
mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi  Elektronik diupayakan untuk mendukung proses
berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas . ..
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“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan
harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan
kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam
melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja
dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi
pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak
terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti
perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Huruf a
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis
meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat
yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses
penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi
negara.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen
yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya
informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik,
informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk
dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan
cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat
dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7. ..
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Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan
timbulnya suatu hak.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan
kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara
maupun perantara;

b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat
sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang
ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10
Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku
usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak
berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang
berwenang. Bukti telah dilakukan  Sertifikasi Keandalan
ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada
laman (home page) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa
meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik
memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan
persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda
Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-
luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik,
atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang

teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

Pasal 12 . ..



Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang

minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan
Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)
“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang
sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan
nonfisik.
“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik
memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)
“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung

jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan
Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik,
bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat
diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18 ...



Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak
internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal
dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang
berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan
jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya
harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang
berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata
internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku
pada kontrak tersebut.

Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional,
termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang
dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya.

Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan
forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata
internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal
tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan
pada tempat harta benda tergugat berada (principle of effectiveness).

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup
disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang
bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para
pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas,
nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau
sandi lewat (password).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21 ...



Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini
sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan
kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan
perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas
pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara,
Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya
didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama
Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak
diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam
pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya
melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama
Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan
Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa
hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang
semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat
Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan
keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk
mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama,
atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24 . ..



Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan
didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia
dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-
Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 26
Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak

pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan
pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi
dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi
tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud
pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:
a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau

sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa
pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja . . .



-10 -

b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat
atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di
lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)
Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses
Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan
berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta
tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah
kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat
publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio
frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang
dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 ...
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Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat”
merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi
dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd ...



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan

-12 -

«© ahli”

adalah seseorang yang

memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun

praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 ...
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Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan
melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh
korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf
yang memiliki kapasitas untuk:

a. mewakili korporasi;
b. mengambil keputusan dalam korporasi;
C. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap . Riza Laely Ikayanti

Tempat, Tanggal Lahir  : Lombok, 9 September 1991

Agama - Islam

Orang Tua : Drs. H. Ach. Johari (Ayah), Siti Zaleha (I1bu)

Alamat di Yogyakarta  : JIn. Munggur Gang Srikandi GK 1/10A, Demangan
Kidul, Yogyakarta

No. HP 1081917135735

Riwayat Pendidikan
TK Trasna Muncan (1995-1997)

SDN Lingkung-Muncan, Kopang, Lombok Tengah, NTB (1997-2003)

MTs Negeri Model Praya-Lombok Tengah, NTB (2003-2006)
SMA Negeri 1 Praya-Lombok Tengah, NTB (2006-2009)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014)

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Jurusan Mu’amalat (S-1)

VI



	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGANKONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
	ABSTRAK
	MOTTO
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
	DAFTAR ISI
	BAB IPENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penyusunan
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB VIPENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE



